
a. bahwa sistem klasifikasi barang yang baru telah 

ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan 

Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea 

Masuk atas Barang Impor sehingga perlu melakukan 

penyesuaian klasifikasi barang yang terkena ketentuan 

larangan dan pembatasan ekspor dan impor berdasarkan 

sistem klasifikasi barang yang baru; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan un tuk meningkatkan 

efektivitas pengawasan dan pelaksanaan ekspor dan 

impor barang yang terkena ketentuan larangan dan 

pembatasan ekspor dan impor, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyesuaian 

Klasifikasi Barang yang Terkena Ke ten tuan Larangan dan 

Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem 

Klasifikasi Barang; 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14/M-DAG/PER/2/2017 

TENT ANG 

PENYESUAIAN KLASIFIKASI BARANG YANG TERKENA KETENTUAN 

LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR DAN IMPOR 

BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 



Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di 
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 395); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di 
Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1006); 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Organization 

Perdagangan 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
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Mengingat 



Pasal 3 
Perizinan ekspor dan impor yang diterbitkan Kementerian 
Perdagangan sebelum tanggal 1 Maret 2017 yang belum 
dilakukan penyesuaian uraian barang dan Pos Tarif/HS sesuai 

Pasal 2 

Dalam hal Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur 

larangan dan pembatasan ekspor dan impor barang belum 

dilakukan penyesuaian uraian barang dan Pos Tarif/HS sesuai 
dengan Sistem Klasifikasi Barang Tahun 201 7, pelaksanaan 
ekspor dan impor barang mengacu pada Sistem Klasifikasi 
Barang Tahun 2017. 

Pasal 1 

Klasifikasi barang yang diekspor dan diimpor harus sesuai 

dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS yang terdapat dalam 

Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017 yang ditetapkan 

melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan 

sistem klasifikasi barang. 

PENYESUAIAN KLASIFIKASI BARANG YANG TERKENA 

KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR DAN 

IMPOR BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG. 

TENTANG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal 

Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1516); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 

tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176); 
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Menetapkan 



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 358 

WIDODO EKATJAHJANA 

ttd. 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Maret 201 7 

ENGGARTIASTO LUKITA 

ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Februari 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Pasal4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017. 

dengan Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017, tetap berlaku 

sampai dengan masa berlaku perizinan tersebut berakhir. 
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